
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 25 TAHUN 2009 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TAT A KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang 

efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 2007 !enta_ng Organisasi Perangkat Daerah, maka ·susunan 

:Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Banyumas perlu ditinjau kembali ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
A 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

U, dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebar1uasan Peraturan Perundang

undangan; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWA[<ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

dan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS_ 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. 

4 . Bupati adalah Bupati Banyumas. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol 

PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan. 

6 . Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. 

7 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. 

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat 

DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. 

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris 

DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. 

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Banyumas. 

11 . Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyumas. 

12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas. 

13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Banyumas. 

14. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Daerah Kabupaten Banyumas. 

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 

bersifat mandiri. 

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau 

ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN 

Pasal 3 

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

(2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh 

Sekretaris DPRD, yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

BABIV 

TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Pertama 

Sekretariat Oaerah 

Pasal4 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun 

kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 

Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan. 

Pasal5 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: 

a. Sekretaris Daerah. 

b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi, membawahi: 

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari: 

a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; 

b) Subbagian Administrasi Pertanahan; 

c) Subbagian Bina Pemerintahan Desa. 
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2. Bagian Hukum, terdiri dari: 

a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan; 

b) Subbagian Bantuan Hukum; 

c) Subbagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum. 

3 . Bagian Organisasi, terdiri dari: 

a) Subbagian Kelembagaan; 

b) Subbagian Ketatalaksanaan; 

c) Subbagian Kinerja Aparatur dan Kepegawaian. 

4. Bagian Umum, terdiri dari : 

a) Subbagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi; 

b) Subbagian Rumah Tangga dan Pertengkapan; 

c) Subbagian Keuangan. 

c . Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 

1. Bagian Perekonomian, terdiri dari: 

a) Subbagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan lnvestasi; 

b) Subbagian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 

c) Subbagian Perhubungan, Pariwisata, Energi dan lingkungan Hidup. 

2. Bagian Pembangunan, yang terdiri dari: 

a) Subbagian Program Kerja Pembangunan; 

b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; 

c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan. 

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 

a) Subbagian Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

b) Subbagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; 

c) Subbagian Agama. 

4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari : 

a) Subbagian Pemberitaan Dan Dokumentasi; 

b) Suboagian Analisis Media dan lnformasi; 

c) Subbagian Protokol. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 

Sekretariat DPRD 

Pasal6 
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, 

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan 

menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal7 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari: 

a. Sekretaris DPRD. 

b. Bagian Persidangan, terdiri dari : 

1. Subbagian Rapat dan Risalah; 

2 . Subbagian Kegiatan Komisi dan Fraksi. 

c. Bagian Pengkajian dan Perundang-undangan, terdiri dari : 

1. Subbagian Pengkajian dan Aspirasi; 

2 . Subbagian Perundang-undangan. 

d. Bagian Umum, terdiri dari : 

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; 

2. Subbagian Humas dan Protokol; 

3. Subbagian Keuangan dan Bina Program. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II , 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga 

Staf Ahli 

Pasal8 

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah 

meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. sumber 

daya manusia , serta ekonomi dan keuangan. 
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Pasal9 

Staf Ahli terdiri dari: 

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; 

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 

c. Stat Ahli Bidang Pembangunan; 

d. Stat Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 

e. Stat Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. 

BABV 

TATAKERJA 

Pasal10 

(1) Sekretaris Daerah membawahi Asisten Sekretaris Daerah dan Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

(2) Asisten Sekretaris Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab 

langsung kepada Sekretaris Daerah 

(3) Asisten Sekretaris Daerah membawahi Bagian dan Bagian membawahi Subbagian. 

(4) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Sekretaris 

Daerah yang membawahinya. 

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Subbagian 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian 

yang membawahinya. 

(6) Sekretaris DPRD membawahi Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yang 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

(7) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh Kepala Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. 

(8) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh Kepala Subbagian 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang 

membawahinya. 

(9) Dalam melaksanakan tugasnya Stat Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

(10) Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi. 
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Pasal11 

(1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional 

berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan serta spesifikasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan prosedur ketentuan yang berlaku. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan serta kebutuhan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk. 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(6) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal12 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, 

Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada 

Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan 

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD serta Stat Ahli wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam 

lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah 

Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 

masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 

jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan wgas bawahannya. 
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BABVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal13 
(1) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BABVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal14 

Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah ada pada 

saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi 

jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal15 

Pada saat Peraturan Daerah lni mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 16 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. 

Diundangkan dl PW'wokerto 
Pada Tanggal ... 3 ... t .. ()f;C .. 2,009, ..... 
SEKRETARIS DAER.AH KABUPATEN BANYUMAS 

--.e:-" 
M. ISKAND.,AS: .I" ,-1"'lN, SKM,M.Sc 

·, Pembf.nt'I. i ''. ""i>ll Mud.a 
..-, NIP: 19531 ?.fJ-.'. "8'7603 l 003 ,,, 

I-EMBAl!AN DAERAH K!BUPA!Ei" !WmralAS 'WIUN _?f.!?:.9_. 
NOIIOR , _ _L, .. ,_ SERI .... .f] ...... .. 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 3 1 DEC 2009 
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BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
Nomor 'l.$ i A~UN ?-0£?9 
Tanggal .3 1 OEC 2009 

SEKRETARIS 

I DAERAH 

KElOMPOK 
JABATAH FUNGSIONAL 

I I I 
I I 

I I 
ASISTEN EKONOMI, 

ASISTEN PEMBANGUNAN DAN 
PEMERJNT AHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

DAN ADMINISTRASI 
I 

I I I I I I I I 

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN 
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN '"" PEREKONOMIAN PEMBAHGUNAN .-- KESEJAHTERAAN ,. HUMAS& 

I"' PEMERINT AHAN 
.. HUKUM ~ ORGANISASI UMUM RAKYAT PROTOKOL 

SUBBAGIAN SUB8AGIAN SU6BAGWI SU88AGIAN SU88AGIAH PERI/OJSTRWI, SUll8AG1AH SOSIAl. SUB8AGIAN ,__ PEMERINTNW-1 PERATURAN SIJll8,IGWI - TATA .-- PERDAGAHGAH, PROGRAY - KESEHATAN& I'- PEMBERIT..v.N DAN ,-\JUlM&OTONOMI PERUNDANG- .. 
KB.EMSAGMN USAHA.SNO& K()PERASI & KERJA 

PEMBERDA.YMH DO«WENTASI DA8lA/i UNDANGAN TElEKCllllNKASI IIM'STASI - MASYAIWCAT 

SUB8AGIAN SU8BAGAN 
SU88AGIAN SUB8AGIAN SUBBAGIAN SU88AGIAH SU88AGIAH PERTANAH. SU8IWllJ,H PEt«MKAN, - AlllallSTRASI BANTUAN - KETATAW<• 

.... 
R\1,11,HTANGGH - PERIKANAN& PENGEJruLW< - PEMU>A.DW< - ANAUSIS MEDIA 

~ &lt,JORMASI PERTA>l.\'WI HUKIJM smw, PERI.ENGIW'AN KElfJTANAN PEM8ANGtW,N FIAGAl 
KEBlDAV.wf 

SUB8AGIAN 
SUB8AGIAN SUB8AGIAN SUl!8,IGIAN ~ 

SU88M)iAN SU88AGIAH PARl'MSATA. SUB8AGIAN - BINA PENEIMHAN& KINER.II. - - EVAll».SIDAH SUBSAGW< -PEMERlNT AiWI - Af'ARA Tl.R DAN KEUANGAN ENERGll - - AG>W. 
PROTOKOL OOKlf.elTASI PEl»ORAN ~$A >U(l.M KEPEGAWALIN UNGII\JNGf/1 --m 



 

BAGAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

BAGIAN 
PERSIDANGAN 

SUBBAGIAN 
SUB BA GIAN 
KEGIATAN 

RAPAT & KOMISI& 
RISALAH FRAKSI 

SEKRETARIS 
DPRD 

BAGIAN 
PENGKAJIAN DAN 

PERUNDANG
UNDANGAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
PENGKAJIAN & PERUNDANG-

ASPIRASI UNDANGAN 

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
Nomor '),., TAH Uf',1 XC9 

I 
SUBBAGIAN 

TATAUSAHA& 
RUMAH 
TANGGA 

Tanggal .3 1 DEC 2009 

BAGIAN 
UMUM 

SUBBAGIAN 
HUMAS& 

PROTOKOL 

I 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN & 

BINA PROGRAM 


